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Hari Santri di Tengah Pandemi

KAMIS 22 Oktober 2020 kemarin
umat Islam Indonesia merayakan
Hari Santri Nasional (HSN). Peme-
rintah Indonesia menetapkan setiap
tanggal 22 Oktober sebagai Hari
Santri Nasional sebagai pengakuan
dan penghargaan kaum santri atas
perjuangannya mempertahankan ke-
merdekaan Indonesia. Mereka telah
berkorban jiwa dan raga untuk tegak-
nya Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia (NKRI). Puluhan ribu kaum
santri telah gugur demi ibu pertiwi.

Meski semangat patriotik yang
dikobarkan oleh Hadlatusy Syaikh KH
Hasyim Asy’ari melalui Resolusi Jihad
atau perintah berjihad ini sudah ber-
langsung 75 tahun lalu, namun ki-
ranya masih harus terus dilanjutkan
hingga saat ini untuk membentengi
negeri tercinta ini dari berbagai ma-
cam ancaman. Kini, para santri era
milenial juga harus terus berjuang se-
suai dengan situasi, kondisi, dan tan-
tangan yang ada saat ini.

Sebagaimana kita ketahui, musuh
bersama saat ini adalah virus Korona
atau Covid-19. Meski kita sudah
melakukan berbagai upaya hingga
lebih tujuh bulan selama masa pan-
demi ini, namun tampaknya belum
membuahkan hasil yang menggem-
birakan. Hal ini terlihat dengan terus
bertambahkan jumlah anak bangsa
yang terpapar virus Korona, bahkan
ribuan di antaranya sudah mening-
galkan kita semua. Karena itu, semua
ini merupakan tantangan kita semua,
termasuk para kaum santri, untuk
bersama-sama melawannya, khu-
susnya menghentikan penyebaran vi-
rus yang mematikan ini, sehingga sir-
na dari bumi pertiwi.

Kaum santri termasuk elemen pen-
ting dalam menghadapi wabah ini.
Sebab, jumlah mereka sangat ba-
nyak. Mereka juga terkumpul dalam
pondok-pondok pesantren se-Indo-
nesia, yang kalau sampai terlena bisa
ada pesantren yang menjadi klaster
baru dalam penyebaran virus ini.
Karena itulah, kedisiplinan men-
jalankan protokol kesehatan harus di-
patuhi. Kalau ini terjadi, justru pe-

santren bisa menjadi contoh bagi
dunia pendidikan dalam mengatasi
pandemi ini.

Bagi kalangan santri, penerapan
protokol kesehatan sebenamya sudah
menjadi bagian hidupnya sejak dulu
kala. Lihat saja, tempat-tempat cuci ta-
ngan sebenarnya sudah biasa ada di
lingkungan pondok pesantren, di sam-
ping adanya tempat wudhu di sekitar
masjid. Di depan kediaman pengasuh
atau kiai, biasanya juga ada kran air
mengalir untuk cuci tangan dan kaki
sebelum sowan kiai, baik para santri
maupun tamu yang datang.

Dari sisi ajaran agama, sebenarnya
kebersihan sudah diajarkan, bahkan
dalam ilmu figih masalah kebersihan
atau thaharah selalu berada di bab
pertama, baru bab-bab untuk bidang
lainnya. Anjuran untuk terus mene-
rapkan perilaku bersih dan sehat juga
terus ditanamkan. Antara lain melalui
semboyan an-nadhofatu minal iman
yang artinya kebersihan itu bagian
dari keimanan. Juga ada ungkapan,
al-'aqlus-saliim fi jismis-salim yang
artinya akal yang sehat berada pada
fisik yang sehat juga, atau arti luasnya
‘di dalam raga yang sehat terdapat ji-
wa yang sehat’.

Karena itu tepat sekali momentum
Hari Santri Nasional 2020 ini meng-
angkat tema ‘Santri Sehat, Indonesia
Kuat'. Harapannya, para santri se-
Indonesia benar-benar menerapkan
perilaku atau pola hidup yang bersih
dan sehat dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan secara ketat di ma-
napun saja dan kapan pun juga.
Kalau hal ini sudah dijalankan, maka
para santri akan sehat semua dan ini
mempunyai sumbangsih besar untuk
menguatkan Indonesia. Di sinilah
letak perjuangan yang harus di-
lakukan para santri era masa kini.

Selamat Hari Santri Nasional 2020.
Tetap sehat, tetap semangat, dan ja-
ngan lupa terus melaksanakan 3M,
mencuci tangan, menjaga jarak, me-
makai masker plus senantiasa ber-
doa kepada Allah SWT. Yakinlah bah-
wa Allah SWT akan mengabulkan
permohonan hamba-hamba-Nya. O

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Maskah dikirim ke kantor
Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42
8 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau
melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi
: atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi
tanggung jawab penulis.
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Menyeimbangkan PD dan PIKI Guru

GURU merupakan profesi yang
mempunyai fungsi, peran, dan ke-
dudukan sangat penting dalam men-
capai tujuan pendidikan Indonesia,
yaitu menghasilkan manusia yang
cerdas dan kompetitif. Oleh karena
itu, profesi guru harus dikembangkan
sebagai profesi yang bermartabat se-
bagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen.

Untuk melaksanakan jabatan pro-
fesi guru perlu pembinaan dan pe-
ngembangan profesi secara terpro-
gram dan berkelanjutan. Kegiatan
tersebut dirancang untuk men-
dukung tugasnya mewujudkan ter-
bentuknya guru yang profesional.
Salah satu kegiatan yang dapat di-
lakukan guru adalah mengikuti pela-
tihan atau workshop sebagai bentuk
pengembangan diri.

Forum Guru Sleman Menulis be-
kerja sama dengan Dinas pendidikan
Kabupaten Sleman menyeleng-
garakan workshop menulis kisah in-
spiratif guru yang dilaksanakan
Sabtu, 17 Oktober 2020 di Puri
Mataram, Jalan Drono Tridadi,
Sleman. Workshop tersebut diikuti 50
orang guru TK, SD, dan SMP
Kabupaten Sleman. Kegiatan pela-

tihan tersebut dihadiri pula Kepala
Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Sleman.

Kegiatan worksop dibuka oleh
Kepala Dinas Kabupaten Sleman
Drs Ery Widaryana MM. Dalam
sambutannya diharapkan para guru
lebih aktif dan kreatif mengikuti
kegiatan pelatihan untuk pengem-
bangan diri (PD) guru. Para pendidik
jangan hanya menunggu undangan
dari dinas untuk mengikuti pelatihan,
namun harus kreatif mencari
kegiatan pengembangan diri guru.
Untuk kenaikan pangkat guru, selain
PD guru juga harus melakukan pe-
ngembangan profesi (PIKI).
Keduanya harus seimbang dan me-
menuhi syarat untuk pengembangan
profesi dan karier guru.

Selain menerima materi tentang
penulisan kisah inspiratif guru yang
disampaikan oleh Dwi Suwignya se-
bagai nara sumber, peserta work-
shop juga diharapkan mampu meng-
hasilkan karya tulis dalam bentuk
buku. Hal ini dilakukan agar para gu-
ru tergerak berkarya untuk men-
dukung pengembangan profesinya.

Suprapti Guru SDN Kenaran 1,
Prambanan, Sleman.

Pandemi, Stunting dan Debat Pilkada

SUSTAINABLE Development Goals
(SDGs) merupakan aksi global yang dise-
pakati pemimpin dunia, termasuk Indo-
nesia untuk mengakhiri kemiskinan, me-
ngurangi kesenjangan dan melindungi
lingkungan. Tujuan SDGs memfokuskan
pada mencari solusi berkelanjutan untuk
menghilangkan kelaparan dan segala
bentuk malnutrisi hingga tahun 2030
serta mencapai ketahanan pangan.

Tidak dipungkiri, realita kekurangan
gizi, anemia ibu hamil bahkan angka ke-
matian ibu (AKI) melahirkan yang tinggi
seakan masih menjadi ‘hantu’. Kini,
Indonesia bahkan menghadapi realita
lebih memrihatinkan. Riskesdas 2013
mengungkap, tingkat prevalensi
stunting yang memprihatinkan.
Pasalnya, anak laki-laki pendek pada
umur 13 tahun mencapai 40,2%, se-
mentara pada anak perempuan umur
11 tahun tercatat 35,8%.

Pandemi Covid-19, telah memper-
parah keadaan dan upaya perbaikan
masalah tersebut. Fakta meningkat-

nya pemutusan hubungan kerja i

(PHK), berhentinya nadi kehidupan
ekonomi di banyak sektor, membuat
banyak persoalan yang mengakibat-

kan turunnya pemberian gizi ibu )}

hamil dan anak. Jika Gunungkidul
mendeklarasikan percepatan pena-
nganan stunting, tentu patut diapre-
siasi. (KR, 19/10)

Kehamilan adalah kodrati perempuan
dan anemia ibu hamil hanya dialami pe-
rempuan. Namun bangsa ini tidak bisa
memandang bahwa persoalan anemia
ibu hamil, AKI melahirkan hingga stun-
ting hanyalah sebagai persoalan perem-
puan. Mengingat semua ini sangat ber-
kait erat dengan penyiapan SDM emas.

Masa Kampanye

Pilkada kali ini mencatatkan sebanyak
159 perempuan calon kepala daerah dan
wakil kepala daerah. Meliputi 2 calon gu-
bernur, 70 calon bupati, dan 15 calon wali
kota. Selain itu, ada 3 calon wakil guber-
nur, 58 calon wakil bupati, dan 11 calon
wakil wali kota berjenis kelamin perem-
puan. Hanya perlu dimengerti, perempu-
an kandidat tidak serta-merta punya
program yang berpihak pada isu-isu pem-

Fadmi Sustiwi

berdayaan dan penguatan perempuan.
Sejak 26 September lalu, pelaksanaan
kampanye di daerah penyelenggara
pilkada telah dimulai. Dan untuk mem-
beri makna serta memahami wawasan
paslon, debat kampanye pasangan calon
(paslon) sering menjadi tumpuan harap-
an memahami kandidat? Adakah isu-isu
perempuan masuk di dalamnya?
Peraturan KPU No 13 Tahun 2020

yang mengatur pelaksanaan pilkada di
masa pandemi Covid-19 telah memuat
sejumlah materi yang harus dibahas da-
lam debat kandidat. Materi debat men-
cakup pembahasan visi dan misi calon
dalam rangka meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat, memajukan daerah,
meningkatkan pelayanan kepada masya-
rakat. Kemudian menyelesaikan per-
soalan daerah, menyerasikan pelak-
sanaan pembangunan daerah kabupa-
ten/kota dan provinsi dengan nasional,
serta memperkukuh Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) dan ke-
bangsaan.

Materi debat bisa jadi sangat umum.
Sebagaimana kebiasaan’, perspektif dan
isu perempuan tidak dimasukkan secara
spesifik dalam muatan debat antarcalon.

KR-JOKOQ SANTOSO

Seakan, upaya meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat, memajukan daerah
dan seterusnya hanyalah merupakan
persoalan pemberdayaan ekonomi, pem-
bangunan infrastruktur dan sejenisnya.
Pemimpin Transformatif

Hampir di seluruh daerah, perempuan
pemilih jumlahnya imbang dengan laki-
laki bahkan tidak sedikit yang lebih ting-
gi. Karenanya, suara perempuan mutlak
untuk didengarkan, agar kelak pemim-
pin bisa mengurai persoalan yang di-
hadapi bangsa. Bukankah Pilkada 2020
yang dilaksanakan di tengah wabah,
tetap harus mampu melahirkan
pemimpin transformatif yang bisa
membawa daerah ke luar dari krisis?

Keberpihakan penyelenggara, tim
penyusun materi debat pilkada men-
jadi sangat penting. Kepiawaian
memasukkan isu perempuan serta
melihat perspektif perempuan paslon
dalam melihat problema daerahnya,
menjadi sesuatu yang tidak bisa dia-
baikan. Tidak semata-mata juumlah
perempuan pemilih yang setara.
Namun juga untuk memahami ke-
mampuan paslon melihat persoalan
bangsa yang dihadapi perempuan di
wilayahnya.

Semua program yang berakar keti-
dakadilan jender seyogianya dilihat
dari 4 aspek : akses, partisipasi, man-
faat dan kontrol. Dan bagaimana
paslon melihat permasalahan yang di-
hadapi perempuan di wilayahnya, de-
ngan perspektif kesetaraan jender? Dari
kepiawaian mengulik pertanyaan inilah,
masyarakat akan bisa mengetahui ke-
mampuan paslon memahami serta
mengelaborasi persoalan perempuan di
daerahnya. [

*) Fadmi Sustiwi, wartawan pemer-
hati kesetaraan jender

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-
pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel
untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat email :
opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan an-
tara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek me-
ngenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Masa Depan BUMDes Pasca-UU Cipta Kerja

DI TENGAH hiruk pikuk UU Cipta
Kerja terselip pasal terkait Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Dalam pasal 117
ditegaskan bahwa BUMDes ditetapkan
sebagai badan hukum. Legalitas BUM-
Des yang sebelumnya disahkan melalui
Peraturan Kepala Desa kini diperkuat
dalam Undang-Undang (UU). Status
badan hukumnya persis sama dengan PT
atau Koperasi yang sudah lebih dahulu
ditetapkan sebagai badan hukum.

Ada dua semangat yang diusung UU
Cipta Kerja ketika BUMDes berbadan
hukum. Pertama, kemudahan melaku-
kan kerja sama bisnis dengan pihak
manapun. Selama ini, kalau BUMDes
mau melakukan kerja sama bisnis de-
ngan perusahaan, kadang terhambat
urusan legalitas karena status belum
berbadan hukum. Bahkan ada yang me-
minta BUM Desa harus didaftarkan ke
notaris agar bisa sah secara hukum.
Bukankah Kepala Desa juga pejabat ne-
gara yang statusnya sama dengan notaris
di hadapan hukum?

Kedua, kemudahan akses permodalan
lembaga keuangan. Ketakutan per-
bankan memberi pinjaman kepada BUM-
Des karena ketidakpercayaan apakah
ada pihak yang bertanggungjawab de-
ngan risiko keuangan. Kepada pihak
mana perbankan bisa menuntut kalau
terjadi penyelewengan? Bagaimana ka-
lau Desa tidak bertanggungjawab?
Dengan status badan hukum, maka
BUMDes bisa dituntut secara perdata
apabila melakukan penyelewengan
keuangan.

Bisa Berubah

Angin segar dari klaster kemudahan
berusaha juga ada pasal 109 UU Cipta
Kerja. Ada kemudahan bagi BUMDes un-
tuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT).
Unit-unit usaha BUMDes bisa berubah

Azsep Kurniawan

menjadi PT. Tentu ketika berubah menja-
di PT, peluang memperoleh suntikan mo-
dal dari investor akan semakin terbuka.
Tidak serta merta semua BUMDes
harus segera mengajukan status badan
hukumnya. Percuma saja, status badan
hukum yang disematkan, kalau sekadar
administratif dan papan nama. Apalagi
status badan hukum hanya dibuat untuk
menengadah tangan berbagai kucuran
bantuan, ini tentu menyedihkan.
Berdasarkan hasil uji petik BPK ter-
hadap 8.220 BUMDes menunjukkan, se-
banyak 2.188 BUMDes yang didirikan
tidak beroperasi, dan 1.670 BUMDes
belum memberi kontribusi bagi penda-
patan desa. Temuan BPK tersebut ada
pada Laporan Ikhtisar Hasil Pemerik-
saan Semester (IHPS) 11/2018. Dengan
kondisi tersebut di atas maka BUMDes
harus mawas diri. Tidak semua BUMDes
mempunyai tata kelola yang baik. Secara
kuantitas pertumbuhan

Terbatas. Siapapun bisa membeli saham
yang ditawarkan. Semakin besar saham
maka semakin besar pula devidennya.
Keputusan tertinggi dalam PT ada pada
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),
bukan lagi musyawarah desa.
Kepentingan
Ketika usaha BUMDes semakin
menggurita dan massif, tentu banyak ke-
pentingan masuk dari pemodal. Ruh
BUMDes dalam UU No 6 Tahun 2014
tentang Desa adalah semangat kego-
tongroyongan dalam memperdayakan
perekonomian desa. Jangan sampai
masyarakat desa hanya menjadi penon-
ton di rumah sendiri. Maka watak
BUMDes tidak sekadar profit oriented
tetapi juga social solutive
Jangan sampai wajah luar seolah-olah
BUMDes namun didalamnya hanya
dikuasai perorangan atau segelintir pi-
hak yang punya kapital. Tentu setiap desa
punya kearifan lokal.
*) Azsep Kurniawan, Fungsional
PSM di BBLM Yogyakarta

BUM Desa dari tahun
2014- 2019 cukup tinggi
yaitu 50.199. Dari total de-
sa di Indonesia sebanyak
74.957 desa, berarti hampir
67% sudah ada BUMDes.
Namun hanya ada sekitar
37.000 BUMDes yang aktif.
Ternyata setelah pandemi,
hanya ada 10.600 yang
melakukan transaksi.

Saat unit usaha BUM-
Des sudah berbentuk PT,
tidak lagi terikat ketentuan
sebagian besar modal harus
dimiliki desa. PT harus tun-
duk pada UU No 40 Tahun
2007 tentang Perseroan
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150.000 pekerja belum terima BSU.
-- Harus segera disusulkan.

Libur panjang, DIY perketat Prokes.
-- Jangan jadi klater baru Covid-19.

Politik uang Pilkada harus dilawan.
-- Harus diawali kesadaran para calon.
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